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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI1/2013 telah membawa
perubahan besar bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Berdasarkan putusan
tersebut, dua pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, terhadap ketentuan ambang batas,
Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut sebagai kebijakan hukum
terbuka pembuat undang-undang (open legal policy). Ketentuan ambang batas
tersebut dilembagakan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang PemilihanUmum. Terhadap ketentuan itu dilakukan pula judicial review
ke Mahkamah Konstitusi yang melahirkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017.
Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas
pencalonan presiden dan wakil presiden adalah konstitusional karena didesain
untuk memperkuat sistem presidensial. Penelitian ini mengkaji, pertama
bagaimana konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil
presiden dalam pemilu serentak ? Kedua, bagaimana relevansi ambang batas
pencalonan presiden dan wakil presiden dengan penguatan sistem presidensial
dalam pemilu serentak ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil
presiden tidak dikenal di dalam UUD 1945, sertatidakadarelevansiantara ambang
batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan penguatan sistem
pemerintahan presidensial. Dari hasil penelitian ini, pemerintah harus merevisi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan
menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden
karena tidak sesuai dengan original intent UUD 1945 dan mengganti ambang
batas pencalonan presiden dengan ambang batas pemilu atau ambang batas
parlemen apabila ingin mendesain penguatan sistem pemerintahan presidensial
melalui penerapan konsep ambang batas.



